BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 222/KEP/HK /2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
PENE SELATAN KECAMATAN KOLBANO
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang :oa.
b.
Mengingat - A
2.
i

bahwa dalam rangka  mendekatkan dan
meningkatkan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat dan menampung siswa lulusan Sekolah
Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah
Pertama Negeri Satu Atap Pene Selatan Kecamatan
Kolbano Kabupaten Titnor Tengah Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perla  menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian
Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pene
Selatan Kecamatan Kolbano Timur Kabupaten Timor
Tengah Selatan;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nommor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537)
sebagaimana telah diubahh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); '
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara



Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tantang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 4496);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemeriniahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

>: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik

Indonesia Nomor 5105);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Baru;
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nornor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2007 Nomor 18, Tambshan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Momor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2012 Nomor 1;

. Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Satu Atap

Pene Selatan Nomor 3/SMPN. Satap Pene
Selatan/11/2014, tanggal 21 Maret 2014;

. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama Nomor:1742/C3/KFP/2014,
tanggal 14 Mei 2014, tentang Penectapan Lokasi
Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014,
Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia

l/ (KPAI);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Pendirian Sﬁ;kolah Menengah Pertama

Negeri Satu Atap Pene Selatan dalam Wilayah Kecamatan
Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Pene
Selatan dalam Wilayah Kecamatan Kolbano Kabupaten
Timor Tengah Selatan mulai beroperasi pada awal Tahun
Pelajaran 2014/2015 dan berstatus Negeri;

Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama
ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi
Umum (DAU)} dan Pemerintah Pusat melalui Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE

L



